PERATURAN PRES DEN REPUBLI K | NDONES A
NOMER 39 TAHUN 2005
TENTANG
RENCANA KERJA PEMER NTAH TAHUN 2006

PRES DEN REPUBLI K | NDONES| A,

Meni nbang :

bahwa untuk nel aksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Penerintah
Nonor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Penerintah, dipandang perlu
nenet apkan Peraturan Presiden tentang Rencana Kerja Penerintah Tahun 2006;

Mengi ngat

1. Pasal 4 ayat (1) Unhdang- Uhdang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;

2. Undang- undang Nonor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lenbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nonor 47, Tanbahan Lenbaran
Negar a Republ i k 1 ndonesi a Nonor 4286) ;

3. Undang-undang MNonor 25 Tahun 2004 tentang S stem Perencanaan
Penbangunan Nasional (Lenbaran Negara Republik |ndonesia Tahun 2004
Nonor 104, Tanbahan Lenbaran Negara Republ ik | ndonesia Nonor 4421);

4. Peraturan Pererintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja
Pererintah (Lenbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nonor 74,
Tanbahan Lenbaran Negara Republ i k | ndonesi a Nonor 4405) ;

5. Peraturan Penerintah Nonor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran Kenenterian Negara/lenbaga (Lenbaran Negara
Republ i k Indonesia Tahun 2004 Nonor 75, Tanbahan Lenbaran Negara
Republ i k | ndonesi a Nonor 4406) ;

6. Peraturan Penerintah Nonor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Penbangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lenbaran Negara Republik
| ndonesi a Tahun 2005 Nonor 11);

MEMUTUSKAN :

Menet apkan :
PERATURAN PRESI DEN TENTANG RENCANA KERJA PEMER NTAH TAHUN 2006.

Pasal 1

(1) Rencana Kerja Penerintah Tahun 2006, yang sel anjutnya disebut RKP
Tahun 2006, adal ah dokunen perencanaan penbangunan nasional untuk
periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2006 yang dimulai pada tanggal 1
Januari 2006 dan berakhir pada tanggal 31 Desenber 2006.

(2) RKP Tahun 2006 sebagai mana di naksud pada ayat (1), terdiri dari
a. Buku | yaitu sebagai mana di nuat dal amLanpiran |; dan
b. Buku Il yaitu sebagai rana di nuat dalamLanpiran I1I;

Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

(1) RKP Tahun 2006 nerupakan penjabaran dari Rencana Penbangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2004-2009 sebagai nana ditetapkan dal am
Peraturan Presiden Nonor 7 Tahun 2005, yang nenuat Rancangan Ker angka
Ekonom Makro tahun 2006 yang antara lain ternasuk di dal ammya arah



kebi jakan fiskal dan noneter, prioritas penbangunan, rencana kerja
dan pendanaannya.
(2) RKP Tahun 2006 sebagai mana di naksud pada ayat (1) nenjadi

a. pedoman bagi Kenenterian Negara/Lenbaga dal am nenyusun Rencana
Kerja Kenenteri an Negar a/ Lenbaga Tahun 2006;

b. acuan bagi Penerintah Daerah dalam nenyusun Rencana Kerja
Perneri nt ah Daerah Tahun 2006;

C. pedonan bagi Penerintah dalam nenyusun Rancangan Anggaran

Pendapat an dan Bel anja Negara (RAPBN) Tahun 2006.
Pasal 3

Cal am rangka penyusunan RAPBN Tahun 2006 :

a. Peneri ntah nenggunakan RKP Tahun 2006 sebagai bahan penbahasan
kebi j akan unumdan prioritas anggaran di Dewan Perwakil an Rakyat ;

b. Kenent eri an Negar a/ Lenbaga nenggunakan RKP Tahun 2006 dal am nel akukan
penbahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kenenterian/Lenbaga dengan
Dewan Perwaki | an Rakyat .

Pasal 4

(1) Kenenterian Negara/lenbaga nenbuat |aporan kinerja triwlan dan
tahunan atas pel aksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi
urai an tentang kel uaran kegi atan dan indi kator Kkinerja nasing-nasi ng
pr ogr am

(2) Laporan sebagai mana dinmaksud pada ayat (1), disanpai kan kepada
Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Penbangunan/ Kepal a
Bappenas paling lanbat 14 (enpat belas) hari setelah berakhirnya
triwl an yang ber sangkut an.

(3) Laporan Kinerja nenjadi nasukan dan bahan pertinbangan bagi analisis
dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan ol eh
Kenent eri an Negar a/ Lenbaga yang ber sangkut an.

Pasal 5

Menteri Negara Perencanaan Penbangunan/ Kepal a Bappenas nenel aah kesesuai an
antara Rencana Kerja dan Anggaran Kenenterian Negara/Lenbaga Tahun 2006
hasi|l penbahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan Rencana Kerja
Perreri nt ah Tahun 2006.

Pasal 6
Cal am hal RKP Tahun 2006 yang ditetapkan sebagai rana di naksud pada Pasal 3
berbeda dari hasil penbahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Penerintah
nenggunakan RKP Tahun 2006 hasi| penbahasan dengan Dewan Perwakil an Rakyat .
Pasal 7
Peraturan Presiden ini mul ai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Otetapkan di Jakarta

pada tanggal 18 Mei 2005
PRES DEN REPUBLI K | NDONESI A



ttd.
Dr.H SUS LO BAMBANG YUDHOYONO



